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ABSTRACT 

 
This study aims to determine the violations committed by doctors in 

carrying out medical practice and the criminal sanctions that will be received if in 
medical practice they do not comply with the oath and code of medical ethics, and 
to find out the regulations regarding professional ethics for a doctor in the medical 
code of ethics, and to determine the role IDI in order to help resolve legal problems 
faced by doctors. 

A doctor in providing health services to the community will definitely try 
or must provide the best for his patients Health Law no. 36 of 2009 which in Article 
4, Decree of the Minister of Health Minister of Health Regulation No. 
585/Men.kes/Per/IX/1989, Decree of the Minister of Health No. 
434/Men.kes/SK/IX/1983. If the doctor is negligent in carrying out his duties, it is 
inevitable that the doctor will be faced with lawsuits. 

This research is a normative research, namely, legal research conducted by 
examining violations committed by doctors in carrying out medical practice and the 
criminal sanctions that will be received if in medical practice they do not comply 
with the oath and code of medical ethics. a doctor. Types of data used include 
secondary data and primary data. Data collection techniques used are through 
observation, interviews and literature research in the form of books, legislation, 
documents, and so on. Data analysis used qualitative data analysis with an 
interactive model. 

Based on this study, it was found that doctors were judged to have made 
mistakes in carrying out their profession if in carrying out their duties they were not 
in accordance with professional standards in the form of medical service standards, 
standard operating procedures, lack of ability, lack of knowledge, lack of 
experience and violating the medical code of ethics. Sanctions imposed on doctors 
who have been proven to have made mistakes in the form of negligence or 
intentional in carrying out the profession, namely in the form of: Actions imposed 
on doctors who commit professional mistakes are as regulated in Articles 359, 360, 
and 361 of the Criminal Code, the punishment is imprisonment, confinement, and 
paying a fine. In terms of civil law, as in Article 1365 of the Civil Code where 
doctors can be required to pay compensation in the event that the patient suffers a 
loss. 
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PENDAHULUAN  

Dokter merupakan salah satu komponen dalam pelayanan kesehatan yang 

berperan pada proses dan mutu pelayanan yang diberikan. Salah satu upaya 

meningkatkan dan memelihara pelayanan kesehatan, diperlukan profesionalisme 

yang menjunjung tinggi penerapan nilai moral dan etik profesi yaitu Kode Etik 

Kedokteran Indonesia (KODEKI). KODEKI merupakan pedoman bagi dokter 

Indonesia, berupa kumpulan norma etik sebagai standar acuan dalam melaksanakan 

praktik kedokteran sehari-hari. (Mejelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) 

Pada umumnya dokter dalam menjalankan tugas mediknya mempunyai 

alasan yang mulia, yaitu untuk mempertahankan tubuh orang tetap sehat atau untuk 

menyehatkan orang yang sakit atau setidaknya mengurangi penderitaan orang sakit. 

Mengetahui batas tindakan yang diperbolehkan dilakukan oleh seorang dokter 

dalam melakukan perawatan akan menjadi sangat penting bukan saja bagi dokter, 

tetapi juga penting bagi para penegak hukum lainnya. Apabila batasan tersebut tidak 

diketahui dokter dalam tugas menjalankan tindakan profesionalnya, dokter akan 

menjadi ragu-ragu dalam bertindak, terutama dalam melakukan diagnosa dan 

memberikan terapi terhadap penyakit yang diderita pasien. Seorang dokter dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pasti akan berusaha atau 

harus memberikan yang terbaik bagi pasiennya karena sesuai  dengan tujuan 

diadakannya Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang didalam Pasal 4 

Apabila dokter lalai dalam melaksanakan tugasnya maka tidaklah dapat dihindari 

dokter akan berhadapan dengan tuntutan hukum. 

 



DINAMIKA HUKUM  VOLUME 13, NO.1, FEB 2022 

3 
 

PERUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah pelanggaran yang dilakukan dokter dalam melaksanakan 

praktek kedokteran dan sanksi Pidana yang akan diterimanya apabila dalam 

praktek kedokteran tidak mematuhi sumpah dan kode etik kedokteran ?  

2. Bagaimanakah  pengaturan mengenai etika profesi bagi seorang dokter 

Dalam Kode Etik Kedokteran ? 

3. Bagaimanakah peranan IDI dalam membantu penyelesaian masalah 

tersebut ? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian ini penulis berkeinginan untuk mengerti lebih 

mendalam dalam suatu permasalahan hukum sehingga tujuan penulisan hukum 

dapat dicapai dengan baik maka dalam penulisan ini, tujuannya adalah untuk 

mengkaji dan menganalisis sebagai berikut : 

1. Mengetahui pelanggaran yang dilakukan dokter dalam melaksanakan praktek 

kedokteran dan sanksi Pidana yang akan diterimanya apabila dalam praktek 

kedokteran tidak mematuhi sumpah dan kode etik kedokteran. 

2. Mengetahui pengaturan mengenai etika profesi bagi seorang dokter Dalam 

Kode Etik Kedokteran. 

3. Mengetahui peranan IDI dalam rangka membantu penyelesaian masalah 

hukum yang dihadapi oleh dokter. 

 

 



DINAMIKA HUKUM  VOLUME 13, NO.1, FEB 2022 

4 
 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-

peraturan yang terdapat dalam penelitian. Singkatnya metode penelitian dapat 

diartikan sebagai cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Metode dan 

rancangan penelitian menentukan validnya penelitian. Dalam bab ini akan 

diuraikan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, meliputi sumber data, 

penentuan informan, teknik pengumpulan dan teknik analisis data. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu, penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara mengkaji tentang pelanggaran yang dilakukan 

dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran dan sanksi Pidana yang akan 

diterimanya apabila dalam praktek kedokteran tidak mematuhi sumpah dan kode 

etik kedokteran selain itu juga mengkaji mengenai pengaturan mengenai etika 

profesi bagi seorang dokter Dalam Kode Etik Kedokteran. Selain itu juga 

dilakukan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal 

yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, pandangan, peraturan-

peraturan hukum, serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis 

ini. ( Soekanto, 2007 : 11). 

2. Sumber Data Penelitian 

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subjek dari mana data 

tersebut diperoleh untuk mendukung suatu penelitian yang meliputi :  

a. Bahan  hukum sekunder 
 

Yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah, 

peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang 
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Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan, undang-undang Nomor. 29. Tahun 2004 tentang praktik 

kedokteran, Keputusan Menteri Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

585/Men.kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis. Keputusan 

Menteri Kesehatan No 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Kode Etik 

Kedokteran Indonesia  

b. Bahan hukum primer 

 
Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah 

yaitu, hasil penelitian yang terdahulu dan literatur-literatur yang ada serta 

buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pelanggaran juga sanksi 

pidana dokter dalam melakukan tindakan medis yang bukan kewenangan 

kompetensi profesinya 

c. Bahan hukum tersier 

 
Yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu, 

bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum primer dalam bentuk tulisan, jurnal, kamus yang berkaitan 

dengan pelanggaran dan sanksi dokter dalam melakukan tindakan medis 

yang bukan kewenangan kompetensi profesinya yang tidak sesuai dengan 

Sumpah dan Kode Etik Kedokteran. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah dapat di 

perolehnya data – data yang akurat, sehingga menghasilkan penelitian yang baik 

untuk memperoleh data yang terpercaya, diperlukan langkah – langkah teknik 



DINAMIKA HUKUM  VOLUME 13, NO.1, FEB 2022 

6 
 

tersendiri ( data sekunder dan data primer ). 

Bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventerisasi 

hukum, kemudian di klasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara tajam 

dan mendalam dengan cara menggali teori, asas, nilai serta norma pokok yang 

terkandung di dalamnya dan selanjutnya dilakukan pembandingan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan sinkronisasi, 

adakah inkonsistensi di antara peraturan perundang-undangan tersebut. analisis 

data terebut  dilakukan secara kualitatif melalui telaah berpikir secara deduktif 

4. Analisis Data 

Proses analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dalam 

arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam betuk narasi, yang 

tersusun secara sistematis, logis dan merupakan hasil dari proses interpretasi 

peniliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan.Analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis 

kerja seperti di sarankan data. (Moleong, Lexy J. 2001 : 103). 

 Analisis dapat menggunakan metode diskriptif kualitatif, di mana 

pembahasan penelitian serta hasilnya di uraikan melalui kata – kata 

berdasarkan data empiris yang di peroleh. Data yang di peroleh dalam 

penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, karena dalam penelitian 

ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, maka analisis yang di gunakan 

non statistik.Analisis dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, 

di mana dalam setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri –sendiri, meskipun 

tahap penelitian di lakukan sesuai dengan kegiatan yang di rencanakan, 
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akan tetapi kegiatan penelitian tetap harus di lakukan secara berulang antara 

kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikassi atau 

penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

1. Pelanggaran yang dilakukan dokter dalam melaksanakan praktek 

kedokteran dan Sanksi Pidana yang akan diterimanya apabila dalam 

praktek kedokteran tidak mematuhi sumpah dan kode etik kedokteran. 

Penyelenggaraan praktik kedokteran setiap dokter mempunyai 

kewenangan dan kompetensi yang diperoleh atau yang dimiliki pada masa 

proses pendidikan, karena itu berkaitan dengan kewenangan serta kompetensi 

dokter baik itu dokter umum maupun dokter spesialis merupakan totalitas 

pengetahuan yang dimiliki setiap dokter, artinya dokter umum dan dokter 

spesialis memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda dalam menangani 

pasiennya, maupun penalaran klinis yang diperoleh pada masa pendidikan 

kedokteran. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada tanggal 10 

Januari 2022, dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia di Surakarta, telah diperoleh 

keterangan bahwa: “Tindakan  yang dilakukan bagi seorang yang berprofesi 

dokter sebelum mengambil  prosedur tindakan medis kepada pasiennya terlebih 

dahulu dilakukan anamnesis atau wawancara menanyakan secara langsung 

mengenai keluhan-keluhan penyakit dan riwayat-riwayat penyakit maupun obat 

yang dikomsumsi sebelumnya, kalau pasien dalam keadaan tidak sadar hal 

tersebut ditanyakan kepada pihak keluarganya, agar pasien atau keluarganya 
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mendapatkan informasi masalah tindakan medis yang akan dilakukan dan 

mendapatkan pemeriksaan jasmani atau pemeriksaan fisik pasien dimulai dari 

keluhan penyakit di bagian anggota tubuh agar menemukan tanda-tanda 

penyakit yang diderita oleh pasien, kemudian seorang dokter akan mencatat 

keluhan- keluhan pasien berdasarkan pemeriksaan tersebut, dan selanjutnya juga 

bisa dilakukan pemeriksaan penunjang misalnya pemeriksaan laboratorium, 

pemeriksaan rongsen hal itu dilakukan untuk memperkuat temuan dari penyakit 

pasien. kemudian seluruh data akan dikumpulkan untuk dianalisa, dokter akan 

mencoba mencari kesimpulan dengan mengambil satu diagnosa untuk 

menentukan penyakit pasien. Sesudah melakukan diagnosa maka dilakukanlah 

tindakan medis terhadap pasien ataupun pemberian obat-obatan, tergantung 

kepada kondisi pasien yang datang pada saat pemeriksaan untuk dilaksanakan 

tindakan medis yang sesuai dengan standar prosedur. ( Wawancara dengan 

Ketua IDI Surakarta). 

Lebih lanjut dalam keterangannya memberi penjelasan bahwa : Setiap 

dokter mepunyai kewenangan dan kompetensi dalam melakukan tindakan medis 

terhadap pasiennya, kompetensi dokter bergantung kepada pengakuan atas apa 

yang diperolehnya selama proses pendidikan dan proses setelah menyelesaikan 

pendidikan di fakultas kedokteran. Dan adakalanya seorang dokter mendapatkan 

pelatihan tambahan untuk mendapatkan kompetensi tersebut. Maka dari pada itu 

kompetensi bergantung kepada tingkatan dan proses yang didapat pada saat 

pendidikan. hal itu adanya perbedaan antara dokter umum dan dokter 

spesialis. Dalam keadaan normatif profesi kedokteran seorang dokter akan 
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menjalankan kompetensinya sesuai dengan yang didapatkannya pada saat proses 

pendidikan maupun kompetensi tambahan yang didapatkannya pada saat 

pelatihan-pelatihan khusus.(Wawancara dengan Ketua IDI Surakarta). 

Dalam  keadaan tertentu sorang dokter dapat melakukan tindakan medis 

yang bukan kompetensi profesinya ketika seorang dokter tersebut diberikan 

kompetensi atau pelatihan khusus mengenai penyakit tertentu, misalnya disuatu 

tempat yang tidak memiliki dokter spesialis maka pihak rumah sakit 

memberikan pelatihan khusus kepada dokter umum mengenai suatu  penyakit 

tertentu dan tentunya dokter tersebut memiliki kewenangan atau kompetensi 

tambahan dan memiliki sertifikat, ketika seorang dokter umum pindah ketempat 

yang lain maka kewenangan tersebut tidak berlaku. Maka Seorang dokter 

berpraktik maupun melakukan tindakan medis kepada pasiennya. Seorang 

dokter mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewenangan formil yang 

merupakan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 36. 

Adapun pada pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ setiap dokter dan 

dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki 

surat tanda registrasi dokter dan surat registrasi dokter gigi. 

Seorang dokter mempunyai batasan-batasan penanganan penyakit 

tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh dokter yang tidak mempunyai 

kompetensi profesinya, apabila dokter tersebut mendapatkan pasien yang bukan 

kewenangan kompetensinya maka dokter tersbut harus melakukan rujukan 

kepada dokter yang mempunyai kompetensi itu. Terhadap yang telah penulis 
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paparkan diatas terdapat pengecualian bahwa dalam keadaan kegawatdaruratan 

semua fasilitas pelayanan kesehatan maupun seorang dokter yang tidak 

mempunyai kompetensi dibidang penyakit itu, diwajibkan oleh Undang-

Undang untuk memberikan pertolongan pertama sebagaimana yang telah diatur 

di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 

32 ayat (1) dan (2) yang menyakan bahwa“ dalam keadaan darurat, fasilitas 

pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan 

pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan 

kecacatan terlebih dahulu. Ayat (2) yaitu dalam keadaan darurat, fasilitas 

pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien 

atau meminta uang muka. 

Berdasarkan Pasal tersebut seorang dokter yang melakukan tindakan 

medis yang bukan kewenangan kompetensi profesinya dalam keadaan kegawat 

daruratan pasien, maka seorang dokter harus memberikan pertolongan pertama 

kepada pasien tersebut dalam hal untuk menyelamatkan nyawa pasien, setelah 

keadaan pasien kembali normal maka seorang dokter harus merujuk pasien 

kepada dokter yang mempunyai kompetensi akan penyakit tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 44 Tahun 

2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter gigi Bab II terdiri dari 28 

bentuk pelanggaran, kemudian terkait kewengan kompetensi profesi dokter 

terdapat bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi. 

2. Pengaturan mengenai etika profesi bagi seorang dokter Dalam Kode Etik 

Kedokteran 
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Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 343/ Men. Kes/SK/X 

/1983  tanggal 28 Oktober 1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran 

Indonesia (KEKI) bagi para dokter di Indonesia, maka kewajiban dokter untuk 

menjunjung tinggi menghayati dan mengamalkan sumpah dokter sebagaimana 

disebutkan di atas, termasuk dalam Pasal 1 dan rumusan lafal sumpah dokter 

tersebut dalam penjelasan Pasal 1 dengan keterangan bahwa : 

1. Bagi mereka yang tidak mengucapkan sumpah atau perkataan sumpah diganti 

dengan janji. Guru-guru saya termasuk juga mereka yang pernah menjadi 

dosen guru saya. (Muhamad Sadi Is, 2015, hlm. 41). 

Jadi maksud dengan Etik Kedokteran Indonesia adalah Kode Etik 

Kedokteran Indonesia yang berlaku bagi para dokter Indonesia, karena sumpah 

dokter Indonesia termasuk di dalamnya. 

Kode Etik Kedokteran ini dinyatakan berlaku berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.80/DPK/I/K/69 tanggal 23 Oktober 1969. 

Dengan berkembangnya kaidah- kaidah etik serta tata nilai yang hidup dalam 

masyarakat, maka Kode Etik Kedokteran Indonesia perlu disempurnakan agar 

sesuai dengan tuntutan zaman. Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran II 

yang diselenggarakan pada tanggal 14 – 16 Desember 1981 di Jakarta, yakni 

melakukan penyempurnaan terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia. 

Penyempurnaan kode etik berupa penambahan ataupun terhadap kode 

etik hasil Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Nasional tahun 1969 adalah 

sebagai berikut : 

1. Penambahan dengan memasukkan sebagai setiap dokter untuk menjunjung 
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tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter (Pasal 1). 

2. Penambahan dengan memasukkan kewajiban setiap dokter dalam melakukan 

pekerjaannya untuk mengutamakan/mendahulukan kepentingan masyarakat 

dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh 

meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Pasal 8 yang 

semula merupakan Pasal 7). 

3. Perubahan dari Pasal 10 dipecah menjadi Pasal 11 dan 12. 

4. Perubahan dari Pasal 15 menjadi Pasal 19 yang merupakan Bab Penutup 

dengan perubahan rumusan sebagai berikut : 

Rumusan lama : 

“Setiap dokter harus menjunjung tinggi azas Declaration of Geneva 

yang telah diterima oleh Ikatan Dokter Indonesia” 

Rumusan baru : 

“Setiap dokter harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan 

mengamalkan dalam pekerjaan sehari-hari Kode Etik Kedokteran 

Indonesia (Kodeki) hasil Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran  

II, demi untuk mengabdi kepada masyarakat, Bangsa dan Negara. 

(Muhamad Sadi Is, 2015, hlm. 41). 

 

Dengan dilakukannya penyempurnaan, maka Kode Etik Kedokteran 

Indonesia berkembang menjadi 5 (lima) bab yaitu tentang Kewajiban Umum, 

Kewajiban Dokter terhadap Penderita, Kewajiban Dokter terhadap Teman 

Sejawat, Kewajiban Dokter terhadap Diri Sendiri, dan Penutup yang seluruhnya 

berjumlah 19 Pasal. 

Sebelum diberlakukan, masalah kode etik kedokteran yang berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/ Men.Kes/SK /XII/1983, suatu 
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Panitia Khusus Penyempurnaan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dibentuk 

pemerintah yang unsur keanggotaannya terdiri dari Majelis Kehormatan Etik 

Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran 

(P3EK), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Departemen Kesehatan RI, masih 

melakukan beberapa perbaikan. 

Ada 2 (dua) lembaga etik kedokteran yang terkenal di Indonesia, yaitu 

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) sebagai badan khusus organisasi 

profesi IDI dan Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK) 

sebagai badan ekstra struktural dari Departemen Kesehatan RI. Menyelesaikan 

setiap masalah yang berhubungan dengan pengalaman profesi dokter merupakan 

tugas kedua lembaga ini. 

Tugas dan wewenang MKEK diatur dalam pasal 16 ayat 2 Anggaran 

Rumah Tangga IDI sebagai berikut : 

1. Melakukan tugas bimbingan, Pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan 

etik kedokteran. 

2. Memperjuangkan etik kedokteran agar dapat ditegakkan di Indonesia. 

3. Memberikan usul dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Dewan 

Pertimbangan masalah etik kedokteran. 

4. Membina hubungan baik dengan aparat etik yang ada baik pemerintah 

maupun organisasi profesi lain dengan sepengetahuan Dewan Pertimbangan. 

5.  Bertanggung-jawab kepada Muktamar/Rapat pembentukan wilayah  melalui 

Dewan Pertimbangan. (Muhamad Sadi Is, 2015, hlm. 54). 

Pembinaan etika dilakukan secara terus - menerus terhadap para dokter, 
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agar etika kedokteran dihayati dan diamalkan dalam tugasnya sebagai dokter. 

Asmuni Rachmat dalam bukunya Muhamad Sadi Is, bahwa Perkembangan 

Kode Etik Kedokteran dan Tugas MKEK yang Efektif halaman 4 

mengemukakan bahwa bimbingan etika kedokteran itu harus memperhatikan 

seluruh aspek pendekatannya berupa upaya : 

1. Promotif, yaitu bertujuan menumbuhkan dan meingkatkan kesadaran etik 

pada dokter dan juga masyarakat pemakai jasa dokter, 

2. Preventif, yaitu bertujuan memperkecil peluang tindak pelanggaran etik. 

Dalam aspek ini termasuk penyusunan standar profesi medik, pengeluaran 

fatwa tentang ilmu dan teknologi kedokteran serta pengkajian dinamika 

pelanggaran. 

3. Kuratif, yaitu bertujuan untuk menyadarkan dokter dari 

kesalahan/pelanggaran dengan pemberian sanksi yang sesuai. 

4. Rehabilitatif, yaitu bertujuan agar penerimaan sanksi atau dokter yang 

namanya tercemar karena pelanggaran yang terbukti atau yang tidak terbukti, 

tetap mempunyai harga diri dan tetap memberikan pengabdiannya kepada 

masyarakat, kemanusiaan dan kepada pengembangan ilmu kedokteran. 

(Muhamad Sadi Is, 2015, hlm. 55). 

3. Peranan  IDI  dalam  rangka  membantu  penyelesaian  masalah 

tersebut 

Dalam rangka membantu penyelesaian kasus yang dihadapi oleh 

Doter yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka IDI dapat berperan 

secara tidak langsung maupun langsung. 
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Peranan IDI secara tidak langsung. 

Peranan tidak langsung ini ditunjukkan dengan dibuatnya rambu-

rambu etika dan standar profesi medis maupun peraturan-peraturan lainnya 

dibidang kesehatan yang mengatur tentang izin praktek dan peraturan 

penyelenggaraan pelayanan medis. Hal ini terutama ditujukan untuk 

pencegahan terjadinya malpraktek.  Karena setiap dokter harus senantiasa 

berpegang teguh pada kode etik dan standar profesi, dengan berpedoman 

pada kode etik dan standar profesi tersebut, apabila ternyata dalam menolong 

pasien  tetap  tidak dapat berhasil dengan baik , tidak sembuh atau bahkan 

meninggal dunia , maka dokter tersebut tidak bisa serta merta di persalahkan 

karena sebagai tolak ukur untuk menentukan kesalahan  adalah  tindakan 

dokter lain yang sama kompetensinya dalam situasi dan kondisi yang sama 

pula. 

Peranan IDI secara langsung 

Peranan IDI secara langsung, ditunjukkan dengan adanya “ 

Pengadilan Profesi “ dimana secara internal IDI mengadakan  tindakan 

melalui persidangan oleh MKDKI ( Majelis Kehormatan Disiplin 

Kedokteran Indonesia) maupun Majelis  Kehormatan Etik Kedokteran 

(MKEK). Dari  persidangan tersebut dapat ditentukan  tingkat kesalahan  

dan sanksi yang akan diberikan. Apabila dalam sidang internal ini dokter 

dinyatakan tidak bersalah, maka hal ini dapat dijadikan bukti tertulis di 

pengadilan. Tetapi bila ternyata kasusnya masih diteruskan kepengadilan 

maka  IDI mempunyai badan BP2A yaitu Badan Pembinaan dan pembelaan 
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Anggota IDI akan ikut membantu.  

 

KESIMPULAN  

1. Dokter dinilai telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan profesinya 

apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan standar profesi 

berupa standar pelayanan medik, standar operasional prosedur, kurang 

kemampuan, kurang pengetahuan, kurang pengalaman dan melanggar kode 

etik kedokteran. Dalam membuktikan adanya  kesalahan/kealpaan  dokter 

dalam melakukan profesi tidak cukup hanya dengan pembuktian secara 

yuridis, tetapi juga pembuktian secara medis didapat dari keputusan majelis 

dan tidak hanya dari mendengarkan saksi ahli yang dalam hal ini masih 

dimungkinkan adanya pendapat pribadi yang didapat dari pengalaman 

praktek dan disokong oleh faktor keberuntungan. Sanksi yang dikenakan 

terhadap para dokter yang telah terbukti melakukan kesalahan berupa 

kelalaian atau kesengajaan dalam melakasanakan profesi, yaitu berupa : Dari 

segi hukum pidana, dokter hanya dapat dituntut dalam hal pasien menderita 

cacat permanen atau meninggal dunia. Tindakan yang dikenakan terhadap 

dokter yang melakukan kesalahan profesi yaitu sebagaimana telah diatur 

dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHP, hukumannya berupa hukuman 

penjara, kurungan, membayar denda dan apabila kelalaian dilakukan pada 

saat  melakukan pekerjaan, maka hukumannya ditambah sepertiganya dan 

dipecat dari pekerjaannya. Dari segi hukum perdata, sebagaimana dalam 

Pasal 1365 KUHPerdata dimana dokter  dapat dituntut untuk membayar ganti 
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rugi dalam hal pasien menderita kerugian. Menurut Undang-Undang No. 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan, dapat diberikan sanksi berupa pidana penjara 

dan denda sebegaimana diatur dalam Pasl 29, 190 dan 194. 

2. Kode Etik Kedokteran Indonesia berlaku bagi Dokter Indonesia yang 

termasuk di dalamnya Sumpah Dokter, merupakan aturan yang harus   

dijunjung tinggi dihayati, dan diamalkan oleh para dokter. Untuk 

membuktikan kesalahan professional di bidang medis, tentu memerlukan 

standar profesi medis yang hanya ditentukan oleh kelompok profesi itu 

sendiri. 

3. Peranan  IDI dalam rangka  membantu anggotanya dibagi dua yaitu (1) 

Peranan IDI secara tidak langsung, peranan tidak langsung ini 

ditunjukkan dengan dibuatnya rambu-rambu etika dan standar profesi 

medis maupun  peraturan-peraturan lainnya dibidang kesehatan yang 

mengatur  tentang  izin praktek dan peraturan penyelenggaraan pelayanan 

medis. (2) Peranan langsung, yaitu peranan IDI secara langsung, 

ditunjukkan dengan adanya “ Pengadilan Profesi “ dimana secara 

internal IDI mengadakan  tindakan melalui persidangan oleh MKDKI ( 

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) maupun Majelis 

Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) . Karena dari persidangan tersebut 

dapat ditentukan tingkat kesalahan  dan sanksi yang akan diberikan 
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